F5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : JI. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor . 1685/PM.00.02/K.JT-33/09/2024 Semarang, 28 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1lembar
Perihal : Imbauan
Yth.

1. Kepala Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Kementrian Agama Kota Semarang
Di-

Tempat

A Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang



Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada
tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang
mengimbau kepada Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian
Agama Kota Semarang agar menyampaikan imbauan kepada seluruh Kepala
Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Semarang untuk Tidak memberikan ijin
Kampanye di tempat Pendidikan selain Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum
dalam Larangan Kampanye pada Pasal 69 UU Pemilihan dan Pasal 57 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.

C. Sanksi atas pelanggaran sebagaimana poin B diatas, memuat sanksi pidana

sebagai berikut :

Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan : “Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf
i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

embusan, disampaikan kepada yth. :

Tembusan,

1.
2.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
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